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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

A. Kesimpulan 

Ketentuan dalam pelaksanaan perjanjian pada pinjam meminjam uang 

berbasis online ini tidak terlepas dari syarat sah yang ada pada Pasal 1320 

KUH Perdata, yang didalamnya harus ada kesepakatan para pihak yaitu antara 

debitur dan kreditur , kemudian kecakapan para pihak dimana ini dibuktikan 

dengan identitas para pihak yang dicantumkan sebelum pelaksanaan 

perjanjian, kemudian pula suatu hal ternetu dalam hal ini dimaksud pinjam 

meminjam uang tersebut serta suatu sebab yang halal, yang berarti perbuatan 

pinjam meminjam uang berbasis online ini didasarkan pada itikad baik para 

pihak. Kemudian pada pelaksanaannya, pinjam meminjam uang berbasis 

online menjadikan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebagai 

dasar hukum bagi mereka sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1338 KUH 

Perdata serta tidak terlepas dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 

77/POJK.01/2016 yang juga menjadi salah satu dasar acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online ini dikarenakan 

hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang diterbitkan oleh pemerintah 

untuk menjadi regulasinya.  

OJK Dalam Tujuan Perlindungan Konsumen adalah untuk Memberikan 

kepastian dan Keseimbangan hukum antara Produsen dan Konsumen dan 
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Menjadikan Terwujudnya suatu perekonomian yang sehat dan Dinamis 

Sehingga terciptanya Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil panelitian di atas, adapun yang menjadi 

saran penulis yaitu:  

1. Diharapkan kepada para pihak yang melakukan perjanjian pinjaman 

online berbasis fintech dapat melaksanakan perjanjian yang dibuat 

dengan itikad baik, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan 

kepada pemerintah untuk mempertegas peraturan otoritas jasa 

keuangan dan KUH Perdata, maupun undang-undang terkait pinjaman 

online berbasis Fintech Peer to Peer Lending tentang keabsahan 

perjanjian pinjaman online, agar para pihak yang melakukan perjanjian 

terjamin akan kepastian hukum dari perjanjian yang mereka sepakati 

dan jalani. 

2. Otoritas Jasa Keuangan harus lebih memperkenalkan atau memberikan 

informasi penting mengenai edukasi layanan Fintech P2P Lending 

agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar agar terhindar dari 

hal-hal 103 yang merugikan yang dilakukan oleh perusahaan Fintech 

P2P Lending ilegal. 
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